KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem informasi
manajemen keuangan yang terintegrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman,
perlu menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman tentang Penunjukan Operator Pengguna
Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267):
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1736);
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Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN
OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
2026.

Menunjuk Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026:

Nama : Roza Indriani

NIP : 198309232009022005
Pangkat/Gol : Pembina/ (IV/a)

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Jabatan : Operator SAKTI Anggaran.
Perbendaharaan
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KEDUA : Operator SAKTI Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja

beserta usulan revisi dan merekam data POK;

b. mencetak konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) RKA;

c. menayangkan rencana penarikan pendapatan atau

penerimaan dan merekam Rencana Kas Harian,

d. mengakses dan mengelola data referensi terkait anggaran;
e. merekam data pegawai untuk penyusunan anggaran; dan
f. menyiapkan data untuk modul lain, seperti Komitmen

(merekam kontrak, supplier) dan Bendahara (input SPP

dan SPBy).
KETIGA

Masa kerja Operator SAKTI Anggaran sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, mulai

bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 9 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG
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